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BAB I 

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Profil PTPN IX Surakarta 

PT. Perkebunan Nusantara IX memiliki 2 lokasi kantor pusat yaitu, di 

Semarang dan Surakarta. Letak kantor pusat yang berada di Semarang beralamat 

di Jl. Mugas Dalam (Atas) Semarang dan kantor pusat yang berada di Surakarta 

beralamat di Jl. Ronggowarsito No. 164 Surakarta 57131. Perbedaan antara 2 

lokasi kantor pusat tersebut ialah yang berlokasi di Semarang merupakan kantor 

dengan divisi tanaman tahunan yang mengelola komoditas karet, teh, kopi, dan 

usaha agrowisata /hilir. Sedangkan yang berlokasi di Surakarta merupakan kantor 

dengan divisi tanaman semusim yang mengelola komoditas gula dan tetes dengan 

memiliki 8 pabrik gula. 

PT. Perkebunana Nusantara IX memiliki wilayah kerja di Provinsi Jawa 

Tengah dengan mengelola kebun sebanyak 15 unit, 8 pabrik gula, 1 unit wisata 

agro dan I unit produksi dan pemasaran produk hilir. PT. Perkebunan Nusantara 

IX sebagai Perseroan terbatas yang kepemilikan sahamnya dominan dimiliki oleh 

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan komposisi saham 90% dan 

sisanya 10% dimiliki oleh kementrian BUMN. 

PT. Perkebunan Nusantara IX tidak memiliki anak perusahaan, namun 

memiliki perusahaan afiliasi dengan kepemilikan saham kurang dari 50% yang 

disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut : 
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Nama 

Perusahan 

Alamat Bidang 

Usaha 

Kepemilikan Status 

PT. Industri 

Gula 

Nusantara 

JL. Soekarno 

Hatta Barat KM 

6 Cepiring 

Kendal 51326 

Pabrik Gula PTPN IX 

14,61% 

Beroperasi 

PT PP Sinergi 

Banjartma 

Tol 260 B 

Banjaratma 

Rest Area PTPN IX 

10% 

Beroperasi 

PT Jasa 

Marga Rest 

Area Batang 

Tol 360 Batang Rest Area PTPN IX 

8% 

Beroperasi 

Tabel 1.1 Data Entitas Anak dan Entitas Asosiasi 

 

 

Pada wilayah PT. Perkebunan Nusantara IX Kandir Surakarta beserta unit 

usaha dan luas areal yang dimiliki oleh Kantor Direksi PTPN IX Surakarta, yang 

disajikan pada gambar 1.1 berikut ini : 

 

Gambar 1.1 Peta Wilayah PT.Perkebunan IX 
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No Unit Kerja Komoditi Utama Alamat 

1. Pangka Gula Tetes JL. Raya Pangka – Slawi 

2. Jatibarang Gula Tetes JL. Raya Jatibarang Brebes 

3. Rendeng Gula Tetes JL. Jend Sudirman 285 Kudusa 

4. Mojo Gula Tetes JL. Kyai Mojo I PO BOX 104 

Sragen 

5. Tasikmadu Gula Tetes Ngijo.Tasikmadu, 

Karanganyar 

6. Gondang Baru Gula Tetes Plawi, Jogonalan, Klaten 

7. Sragi Gula Tetes Sragi, Pekalongan, Jawa 

Tengah 

8. Sumberharjo Gula Tetes Tromol Pos 1 Pemalang 

Tabel 1.2 Unit Kerja Tanaman Semusim 

 

 

Jadi untuk Pabrik Gula yang masih beroprasi di Kantor Direksi PTPN IX 

Surakarta yaitu Jatibarang, Sumberharjo, dan Gondang Baru. Sedangkan 5 PG 

lainnya sudah dialihkan ke Sinergi Gula Nusantara sejak tahun 2021. Dan jenis 

komoditi yang diusahakan ialah Gula dan tetes. 

 
B. Bidang Usaha PT. Perkebunan Nusantara IX Surakarta 

Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan yang tertuang dalam akta notaris 

Nanda Fauz Iwan, SH., MKn. Nomor 10 tanggang 14 Maret 2016, maksud dan 

tujuan perusahaan adalah melakukan usaha di bidang agro bisnis dan agro 

industri, untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk 

menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat 

agar mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan 

dengan menerapkan prinsip – prinsip perseroan terbatas. 
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Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perusahaan dapat 

melaksanakan usaha utama sebagai berikut : 

a. Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan 

lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan, serta pemungutan hasil 

tanaman dan melakukan kegiatan – kegiatan lain yang berhubungan 

dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut. 

b. Produksi meliputi penerimaan dan pengolahan hasil tanaman sendiri 

maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi 

serta produk turunannya. 

c. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai 

macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya 

yang berhubungan dengan kegiatan usaha perseroan, baik hasil produksi 

sendiri maupun hasil produksi pihak lain. 

d. Pengembangan usaha bidang perkebunan, agro wisata, agro bisnis, agro 

industri dan agro forestry. 
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C. Struktur Organisasi dan Job Description PTPN IX Surakarta 
 

 

 
Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT.Perkebunan IX Surakarta 
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Gambar 1.3 Struktur Organisasi Bagian Keuangan & Akuntansi 
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Job Description 

 

1. KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI 
 

JOB IDENTIFICATION 

Posisi / Jabatan Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi 

Divisi Divisi Tanaman Tahunan dan Divisi Tanaman Semusim 

Atasan SEVP Business Support 

Bawahan Langsung Kepala Sub Bagian Keuangan dan Anggaran TT 

Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan TT 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Anggaran TS 

Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan TS 

Fungsi Jabatan Mengelola keuangan Perusahaan beserta dengan 

kebijakannya. 

Monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Anggaran 

Perusahaan (RKAP) yang selaras dengan Rencana Jangka 

Panjang (RJP) 

Menyajikan Laporan Akuntansi dan Laporan Manajemen 

Perusahaan. 

Mengelola aktivitas perpajakan Perusahaan 

Menjaga stabilitas cash flow Perusahaan 

Sebagai Risk Owner Manajemen Risiko Bagian Keuangan 

dan Akuntansi 
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2. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ANGGARAN TS 
 

JOB IDENTIFICATION 

Posisi / Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Anggaran TS 

Divisi Divisi tanaman semusim 

Atasan Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi 

Bawahan Langsung Staf Keuangan Tanaman Semusim 

Staf Anggaran Tanaman Semusim 

Pelaksana Kasir dan Admin Bank 

Fungsi Jabatan Mengatur pelaksanaa penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Peusahaan (RKAP) Divisi Tanaman Semusim 

Mengatu tata usaha keuangan, pengurusan pajak dan 

asuransi 

Mengatur droping modal kerja untuk Pabrik Gula 

 
3. STAFF KEUANGAN TANAMAN SEMUSIM 

 

JOB IDENTIFICATION 

Posisi / Jabatan Staff Keuangan Tanaman Semusim 

Divisi Divisi Tanaman Semusim 

Atasan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Anggaran TS 

Fungsi Jabatan Mengelola kegiatan pencatatan s.d pembayaran transaksi & 

hutang keuangan 

 
4. STAFF ANGGARAN TANAMAN SEMUSIM 

 

JOB IDENTIFICATION 

Posisi / Jabatan Staff Anggaran Tanaman Semusim 

Divisi Divisi Tanaman Semusim 

Atasan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Anggaran TS 

Fungsi Jabatan Menghimpun angka dasar RKAP hingga menjadi RKAP 

serta perubahan terhadap RKAP 
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5. PELAKSANA KASIR & ADMIN BANK 
 

JOB IDENTIFICATION 

Posisi / Jabatan Pelaksana Kasir & Admin Bank 

Divisi Divisi Tanaman Semusim 

Atasan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Anggaran TS 

Fungsi Jabatan Memproses administrasi pemasukan dan pengeluaran kas 

Kantor Direksi 

 
6. KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI & PELAPORAN TS 

 

JOB IDENTIFICATION 

Posisi / Jabatan Kepala Sub Bagian Akuntansi & Pelaporan TS 

Divisi Divisi Tanaman Semusim 

Atasan Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi 

Bawahan Langsung Staf Pajak 

Staf Pelaporan Tanaman Semusim 

Staf Verifikasi dan Hutang & Piutang 

Pelaksana Admin Pelaporan 

Pelaksana Admin SAP 

Fungsi Jabatan Menyajikan laporan Neraca, Laba Rugi, Laporan Tahunan 

Keuangan dan Laporan Manajemen (LM) Kantor Direksi 

sesuai periode yang telah ditetapkan 

Melakukan   penelitian    atas    kelengkapan    dokumen- 

dokumen transaksi keuangan 
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7. STAFF PAJAK 
 

JOB IDENTIFICATION 

Posisi / Jabatan Staff Pajak 

Divisi Divisi Tanaman Semusim 

Atasan Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan TS 

Fungsi Jabatan Mengelola pelaporan pajak penghasilan, ppn dan deviden 

 
8. STAFF PELAPORAN TANAMAN SEMUSIM 

 

JOB IDENTIFICATION 

Posisi / Jabatan Staff Pelaporan Tanaman Semusim 

Divisi Divisi Tanaman Semusim 

Atasan Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan TS 

Fungsi Jabatan Melakukan proses pelaporan akuntansi 

Pengelolaan SAP Modul FI 

 
9. STAFF VERIFIKASI DAN HUTANG PIUTANG 

 

JOB IDENTIFICATION 

Posisi / Jabatan Staff Verifikasi dan Hutang Piutang 

Divisi Divisi Tanaman Semusim 

Atasan Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan TS 

Fungsi Jabatan Melaksanakan proses verifikasi bukti transaksi keuangan 

Pengelolaan administrasi hutang piutang 

 
10. PELAKSANA ADMIN PELAPORAN 

 

JOB IDENTIFICATION 

Posisi / Jabatan Pelaksanaan Admin Pelaporan 

Divisi Divisi Tanaman Semusim 

Atasan Staff Pelaporan Tanaman Semusim 

Fungsi Jabatan Membantu pelaksanaan tugas Staf Pelaporan TS 
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11. PELAKSANA ADMIN SAP 
 

JOB IDENTIFICATION 

Posisi / Jabatan Pelaksana Admin SAP 

Divisi Divisi Tanaman Semusim 

Atasan Staff Pelaporan Aneka Semusim 

Fungsi Jabatan Membantu mengelola SAP Modul FI 

 
12. AGENDARIS 

 

JOB IDENTIFICATION 

Posisi / Jabatan Agendaris 

Divisi Divisi Tanaman Tahunan 

Atasan Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi 

Fungsi Jabatan Mengelola surat masuk, surat keluar dan arsip dokumen 

Bagian Keuangan dan Akuntansi 

 
D. Visi dan Misi PT. Perkebunan Nusantara IX 

1. Visi PT. Perkebunan Nusantara IX 

Menjadi Perusahaan agro bisnis yang berdaya saing tinggi dan tumbuh 

berkembang bersama mitra. 

 
2. Misi PT. Perkebunan Nusantara IX 

a) Memproduksi dan memasarkan produk karet, teh, kopi, gula dan tetes 

ke pasar domestik dan internasional secara professional untuk 

menghasilkan pertumbuhan laba (profit growth) dan mendukung 

kelestarian lingkungan. 

b) Mengembangkan cakupan bisnis melalui diversifikasi usaha, yaitu 

produk hilir, wisata agro, dan usaha lainnya, untuk mendukung kinerja 

perusahaan. 
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c) Mengembangkan sinergi dengan mitra usaha strategis dan masyarakat 

lingkungan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. 
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BAB II 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI PTPN IX 

SURAKARTA 

 
A. Kegiatan, Tujuan dan Manfaat PKL 

Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan III di Kantor Direksi 

PTPN IX Surakarta, penulis banyak mendapat pengalaman serta keterampilan baru 

melalui kegiatan – kegiatan yang dilakukan penulis di Kantor Direksi PTPN IX 

Surakarta. Penjelasan terkait kegiatan, tujuan, dan manfaat PKL disajikan dalam 

Tabel 2.1 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 
Uraian Kegiatan PKL 

 
Tujuan dan Manfaat 

Keterampilan dan 

Pengalaman yang 

Didapatkan 

Mata Kuliah Terkait : Administrasi Perusahaan Perkebunan 

Mempelajari dan Untuk mengetahui Menambah wawasan dan 

menerapkan SOP kinerja perusahaan pada pengetahuan baru bagi 

Perusahaan terkait bagian SDM / personalia penulis terkait penerapan dan 

Administrasi Gaji. dalam mengatur dan pengendalian internal 

Mempelajari prosedur membayarkan gaji administrasi penggajian di 

administrasi penggajian karyawan dengan Kantor Direksi PTPN IX 

pada perusahaan. menggunakan prosedur Surakarta, sehingga nantinya 
 

yang telah ditetapkan penulis memahami Mengetahui pengendalian 

internal administrasi pada oleh PT. Perkebunan penerapan, pengendalian 

perusahaan. Nusantara IX Surakarta internal administrasi 

  penggajian dan praktiknya di 

  dunia kerja . 
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Mata Kuliah Terkait : Perpajakan 

Mempelajari dan Untuk mengetahui, Dalam hal ini penulis 

menerapkan SOP Memahami, dan mendapat pengetahuan baru 

perusahaan terkait melakukan perhitungan terkait penerapan PPh Pasal 

Perhitungan PPh 21. PPh Pasal 21 di bagian 21 yang diterapkan di Kantor 

Mengidentifikasi subjek bagi Wajib Pajak di Direksi PTPN IX Surakarta, 

dan objek pajak atas bagian SDM. penulis juga memahami 

badan di Kantor Direksi  elemen – elemen apa saja 

PTPN IX Surakarta.  yang ada dalam penentuan 
 

 PPh 21, dan penulis Menganalisis/menghitung 

tata cara perhitungan PPh  memahami sistem pelaporan 

21 terhadap gaji  pajak yang diterapkan di 

karyawan di Kantor  Kantor Direksi PTPN IX 

Direksi PTPN IX  Surakarta. 

Surakarta.   

Menerapkan pelaporan   

pajak melalui e-SPT.   

Mata Kuliah terkait : Analisa Laporan Keuangan 

Mempelajari dan Untuk mengidentifikasi Dalam hal ini penulis 

menerapkan SOP dan memahami mendapatkan pengetahuan 

Perusahaan terkait perhitungan Rasio baru terkait mempelajari dan 

Analisis Rasio Likuiditas Likuiditas yang mengidentifikasi Rasio 

Mengidentifikasi jenis – digunakan PT. Likuiditas serta 

jenis Analisa Rasio Perkebunan Nusantara perhitungannya, penulis 

Likuiditas pada Kantor IX Surakarta. mendapatkan pemahaman 

Direksi PTPN IX  yang lebih mendalam tentang 

Surakarta.  analisis keuangan dan 
 

 bagaimana menggunakan Memahami perhitungan 

dan menganalisa Analisis  Rasio Likuiditas untuk 
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Rasio Likuiditas pada 

Kantor Direksi PTPN IX 

Surakarta. 

 mengevaluasi kesehatan 

keuangan perusahaan. 

 

Tabel 2.1 Kegiatan, Tujuan, dan Manfaat PKL 

 

 

B. Relevansi Kegiatan PKL 

1. Relevansi Administrasi Penggajian dengan mata kuliah APP 

a. Mempelajari dan menerapkan SOP terkait sistem penggajian 

PT. Perkebunan Nusantara IX Surakarta menjelaskan bahwa telah 

menerapkan sistem penggajian dengan mengikuti teknis yang ada di Kantor 

Direksi yang berada di Semarang dikarenakan Kantor Direksi Surakarta 

tidak ada SOP yang tertulis. Kantor Direksi Surakarta telah menetapkan 

proses penggajian menggunakan sistem akuntansi yaitu SAP. sistem ini 

telah terhubung dengan karyawan disetiap bagian dan kantor pusat. Dengan 

adanya sistem penggajian lebih memudahkan operasional Perusahaan 

terkait hubungannya dengan pemberian hak pada karyawan, yaitu 

pembayaran gaji dengan tepat waktu. 

Penerapan sistem penggajian sangat penting bagi suatu Perusahaan 

tanpa prosedur yang jelas maka proses penggajian karyawan dapat 

menimbulkan kesalahan yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha 

kedepannya. Hal ini dibuktikan dengan dokumen, catatan, prosedur dan 

fungsi yang terkait pada sistem akuntansi penggajian sudah dapat 

menunjang proses penggajian sesuai SOP yang ada. 
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b. Mempelajari prosedur administrasi penggajian pada perusahaan 

Prosedur yang dilakukan dalam sistem akuntansi penggajian pada PT. 

Perkebunan Nusantara IX Surakarta dimulai dengan prosedur – prosedur 

berikut : 

1. Prosedur pencatatan waktu hadir 

Pencatatan waktu hadir dilakukan menggunakan dua cara yaitu 

melakukan presensi melalui fingerprint dan melalui aplikasi presensi 

yang ada pada gadget setiap karyawan. Data presensi direkap dari hasil 

database, rekap, daftar hadir selama satu bulan. Presensi yang dilakukan 

PTPN IX Surakarta dilakukan pada saat pagi dan sore hari saat pulang. 

Prosedur dalam pencatatan waktu hadir di PTPN IX Surakarta masih 

kurang efektif, karena absen menggunakan aplikasi presensi yang dapat 

dilakukan oleh siapa saja atau pengabsenan dapat dilakukan oleh orang 

lain asal berada pada lingkungan kantor atau lapangan. Maka kerap 

terjadi kecurangan seperti hadir tidak tepat waktu bahkan tidak hadir 

sama sekali tetapi tetap melakukan presensi. Berikut laporan rincian 

harian dan presensi karyawan yang disajikan pada gambar 2.1 dan 

gambar 2.2 : 
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Gambar 2.1 Laporan Rincian Harian 

Gambar 2.2 Presensi gadget 
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2. Prosedur pembuatan daftar gaji 

Prosedur pembuatan gaji pada PTPN IX Surakarta semua perhitungan 

sudah dilakukan menggunakan SAP yang setiap bulannya bagian 

personalia atau SDM hanya menginput data lembur setiap karyawan 

saja, untuk unsur perhitungan gaji lainnya sudah ada pada dalam sistem 

SAP pada daftar gaji. Kemudian daftar gaji ini diberikan pada bagian 

keuangan untuk diproses hingga pembayaran gaji karyawan. 

3. Prosedur pembayaran gaji karyawan 

Pada PT. Perkebunan Nusantara IX Surakarta, pembayaran gaji 

karyawan dilakukan melalui transfer ke rekening masing – masing 

karyawan. Setelah gaji diterima, bagian keuangan akan membuat bukti 

pengeluaran kas atau pembayaran gaji dan dikirimkan pada pihak bank, 

kemudian diberikan slip gaji kepada setiap karyawan dan gaji akan di 

transfer oleh bank. Dalam prosedur pembayaran gaji ini mengurangi 

fungsi – fungsi yang seharusnya terkait dalam proses penggajian, seperti 

kasir yang bertugas dalam pemberian gaji dan penggunaan amplop gaji 

sudah tidak berlaku lagi namun pelaksanaanya sudah sesuai. 

 
c. Sistem pengendalian internal penggajian 

Pengendalian internal khususnya dalam aktivitas penggajian PT. 

Perkebunana Nusantara IX Surakarta memberikan perhatian khusus pada 

unsur – unsur yang mempengaruhi di bawah ini : 

1. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dan praktiknya dalam pemisahan tugas sudah sesuai, 

karena setiap karyawan sudah melakukan tugasnya sesuai deng jobdesk 

masing – masing dan tidak ada perangkapan tugas, hal ini dibuktikan 

dengan fungsi pencatatan waktu hadir terpisah dengan fungsi 

pembuatan daftar gaji. 
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2. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan 

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan pada PT. Perkebunan 

Nusantara IX Surakarta khususnya pada kegiatan pembayaran gaji 

sudah dilaksanakan dengan baik karena sudah ada pihak – pihak yang 

memiliki wewenang untuk mengotorisasinya. Contohnya setiap 

karyawan yang namanya tercantum di daftar gaji telah memiliki surat 

keputusan yang ditandatangani oleh direktur utama dan bagian 

personalia / SDM. 

3. Praktik yang Sehat 

Pada PT. Perkebunana Nusantara IX Surakarta sudah menerapkan 

praktik yang sehat dalam kegiatan penggajian. Hal ini dapat dilihat 

melalui pembuatan daftar gaji diverifikasi kebenaran dan ketelitian 

perhitungannya oleh fungsi akuntansi dan keuangan sebelum dilakukan 

pembayaran, perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi 

dengan daftar gaji karyawan. 

4. Karyawan yang Mutunya sesuai dengan Tanggung Jawab 

Pada PT. Perkebunan Nusantara IX Surakarta pihak manajemen yang 

ada dan terkait khusunya dalam sistem penggajian merupakan karyawan 

yang kompeten dan jujur serta ahli dalam bidangnya sehingga mampu 

melaksanakan pekerjaanya dengan efisien dan efektif. Hal ini 

dibuktikan dengan semua proses administrasi dilakukan sesuai dengan 

prosedur, melakukan proses tutup buku sesuai dengan waktunya. 

 
d. Pembahasan 

Menurut panduan dari kantor PT. Perkebunan Nusantara IX Surakarta 

sistem informasi penggajian sudah terlaksana dengan baik dan dikatakan 

efektif hal ini dibuktikan dengan dokumen, catatan, prosedur dan fungsi 

yang terkait pada sistem penggajian sudah dapat menunjang proses 

penggajian sesuia SOP. 
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Ruang lingkup prosedur penggajian adalah mulai dari proses input 

data pekerja yang berkaitan dengan gaji pokok sesuai dengan person grade 

karyawan. Untuk perhitungan tunjangan, potongan, pajak dan lain – lain di 

PT. Perkebunan Nusantara IX Surakarta sudah ditetapkan melalui SAP. 

Kemudian setelah menginput komponen penggajian, maka jumlah gaji yang 

dihasilkan akan dibayarkan kepada setiap karyawan dengan cara transfer 

melalui bank yang dilakukan oleh bagian keuangan dan biasanya gaji 

dibayarkan pada awal bulan atau setelah proses tutup buku diakhir bulan 

selesai. Tujuan dilakukan pembayaran gaji yaitu untuk menjamin 

pembayaran dan tunjangan serta potongan melalui gaji sesuai dengan hak 

dan kewajiban masing – masing. 

Sistem pengendalian intern pada PT. Perkebunan Nusantara IX 

Surakarta sudah dijalankan dengan baik sesuai prinsip yang ada pada 

struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang 

sehat dan karyawan yang mutunya sesuai tanggung jawab sehingga dapat 

meningkatkan efektifitas pengendalian intern penggajian. 

Unsur – unsur gaji pada PT. Perkebunan Nusantara IX Surakarta 

sebagai berikut : 

1. Komponen Tetap 

a) Tunjangan pajak 

b) Gaji Pokok tetap 

c) Tunjangan tetap 

d) Tunjangan Struktural 

e) Tunjangan transport 

f) Tunjangan sewa rumah 

g) Tunjangan Listrik 

h) Tunjangan Air 

i) Tunjangan Komunikasi 



21 
 

 

2. Komponen Variabel 

a) Tunjangan jabatan 

b) Tunjangan kompensasi DMG 

3. Bantuan dan Lain – Lain 

a) BPJS – TK JKK (ER) 

b) BPJS – TK JP (ER) 

c) BPJS – TK JKM (ER) 

d) BPJS – KESEHATAN (ER) 

e) BPJS – TK JP ER 

f) DPLK N9 BRI ER 

4. Potongan 

a) BPJS – TK JHT EE 

b) BPJS – TK JP EE 

c) BPJS – TK JKK (ER) 

d) BPJS TK (JHT 3,7%) 

e) BPJS – TK JKM (ER) 

f) BPJS – KESEHATAN (ER) 

g) BPJS – TK JP ER 

h) PAJAK 

i) PAGUYUBAN IBU – IBU 

j) SIMPANAN POKOK KOPERASI 

k) IURAN SPBUN 

l) DPLK N9 BRI EE 

m) DPLK N9 BRI ER 

Relevansi Administrasi Penggajian pada mata kuliah APP yakni 

prosedur penggajian pada Kantor Direksi PT. Perkebunan Nuasantara IX 

Surakarta sudah menggunakan SAP dan pembayaran gaji dilakukan melalui 

transfer bank, sehingga untuk fungsi yang terkait secara umumnya hanya 

dilakukan oleh SDM dan Akuntansi. Administrasi penggajian yang ada 

pada Kantor Direksi PTPN IX Surakarta relevan dengan apa yang telah 
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dipelajari di kampus. 

 
 

2. Relevansi PPh Pasal 21 dengan mata kuliah Perpajakan 

a.  Mempelajari dan menerapkan SOP Perusahaan terkait perhitungan 

PPh Pasal 21 

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT. Perkebunan Nusantara 

IX Surakarta, dijelaskan bahwa perusahaan telah mematuhi ketentuan 

perpajakan yang berlaku yaitu menurut UU No. 7 Tahun 2021 terkait 

harmonisasi perpajakan dalam menerapkan PPh Pasal 21. Di PT. 

Perkebunan Nusantara IX Surakarta, perhitungan pajak dilakukan dengan 

menggunakan sistem atau aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat 

Jendral Pajak Kementrian Keuangan, yaitu e-SPT atau Elektronik SPT. 

Penggunaan aplikasi tersebut mempermudah proses perhitungan pajak 

secara cepat dan akurat karena mengandalkan sistem komputer. 

 
b. Mengidentifikasi subjek dan objek pajak pada perusahaan 

Saat melakukan wawancara dengan bagian Sumber Daya Manusia 

(SDM) mengenai subjek dan objek pajak badan, dijelaskan bahwa PT. 

Perkebunan Nusantara IX Surakarta adalah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). Ini berarti PT. Perkebunan Nusantara IX Surakarta memiliki 

kewajiban untuk membayar pajak yang akan disetor ke kas negara, baik 

dalam bentuk pembayaran bulanan maupun tahunan. Pajak penghasilan 

akan dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh badan atau 

perusahaan. Ketentuannya dalam pajak penghasilan bervariasi tergantung 

pada bidang usaha yang dijalankan. Subjek pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan tersebut diakui sebagai wajib pajak. 

Adapun untuk objek pajak badan di PT. Perkebunan Nusantara IX 

Surakarta dijelaskan sebagai pendapatan yang diterima oleh perusahaan, 

dan pada setiap tambahan penghasilan akan dikenakan pajak penghasilan 

badan. 
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c. Menganalisis/menghitung tata cara perhitungan PPh Pasal 21 

terhadap gaji karyawan 

Sebelum mempelajari cara perhitungannya, bagian Sumber Daya 

Manusia (SDM) telah menjelaskan pentingnya pemahaman terhadap tarif 

pajak yang ditetapkan. Aturan PPh Pasal 21 dikenakan kepada wajib pajak 

dengan tarif yang bervariasi tergantung pada jumlah penghasilan kena pajak 

dalam setahun. Berikut ini adalah tarif pajak dan tarif PTKP yang berlaku 

di PT. Perkebunan Nusantara IX Surakarta berdasarkan besaran penghasilan 

per tahun yang disajikan pada tabel 2.2 dan 2.3 berikut ini: 

 
 

Lapisan 

Tarif 

Rentang Penghasilan Tarif 

I 0 – Rp. 60.000.000 5% 

II >Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000 15% 

III >Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000 25% 

IV >Rp.5.00.000.000 – Rp. 5.000.000.000 30% 

V >Rp. 5.000.000.000 35% 

Tabel 2.2 Tarif Pajak 
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Gambar 2.3 Tarif PTKP 

 
 

Berikut merupakan gambar slip gaji salah satu karyawan kantor 

Direksi PTPN IX Surakarta yang di dalamnya berisi nilai PPh 21 terutang 

yang dikenakan terhadap karyawan tersebut. Nilai pengenaan PPh 21 pada 

salah satu karyawan di kantor Direksi PTPN IX Surakarta di sajikan dalam 

gambar 2.4 berikut ini : 
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Gambar 2.4 Slip Gaji 
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Gaji Bruto sebulan : 

= (PKP setahun – Rp.47.500.000) x 15/85 + Rp.2.500.000 

= (Rp.76.320.300 – Rp.47.500.000) x 15/85 + Rp.2.500.000 

= Rp. 7.585.935 

PPh 21 sebulan : 

= (Rp.7.585.935 / 12) Rp. 632.161 

 

Saat ini perhitungan tarif PPh 21 di Kantor Direksi PTPN IX 

Surakarta sudah menggunakan sistem berupa SAP. Maka dari itu penulis 

berinisiatif membuat perhitungan manual untuk menganalisis apakah tarif 

PPh 21 yang tercantum pada slip gaji karyawan di atas sudah sesuai atau 

tidak. Dalam perhitungan ini penulis dibimbing oleh karyawan yang 

memang bertanggung jawab atas PPh 21 di kantor Direksi PTPN IX 

Surakarta. 

Dari data slip gaji karyawan di atas ditemukan nilai PPh 21 terutang 

bulan September tahun 2022 sebesar Rp. 673.776 dengan perhitungan 

sebagai berikut ini : 

 
 

Kompenen Tetap Rp. 10.212.057   

Kompenen Variabel Rp. 3.466.429  

Bantuan & Lain-lain Rp. 893.676 + 

Gaji Bruto sebulan Rp. 14.572.162  

Gaji Bruto setahun :   

= (Rp.14.572.162 x 12)  Rp. 174.865.944 

Potongan : 

= (Rp.3.712.137 x 12) 

  

Rp. 44.545.644 

 

_ 

Penghasilan Netto setahun 

PTKP 

 Rp. 130.320.300 

Rp. 54.000.000 

 

_ 

PKP Setahun  Rp. 76.320.300  

Tarif PPh 21 setahun : 

Metode Gross Up Lapisan 2 
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d. Cara Pelaporan PPh Pasal 21 di PTPN IX Surakarta 

Berikut ini adalah cara pelaporan PPh Pasal 21 melalui aplikasi e-SPT 

di PT. Perkebunan Nusantara IX Surakarta : 

1) Menghitung PPh 21 yang disajikan pada gambar 2.5 berikut ini : 
 

 

 
2) Mengisi SPT 

Gambar 2.5 Rincian PPh Pasal 21 

- 1721 – I (Pegawai Tetap) 

- 1721 – II (Pegawai Tidak Tetap) 

3) Akan muncul berapa besar pajak terutangnya kemudian melakukan 

pembayaran. 

4) Pepaloran PTPN IX dilakukan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. 

Berikut ini gambar SPT dan SSP PPh 21 yang disajikan pada gambar 

2.6 dan 2.7 : 
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Gambar 2.6 SPT PPh 21 

 
 

Gambar 2.7 SSP PPh 21 
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e. Pembahasan 

Perhitungan atau pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 di kantor 

Direksi PT. Perkebunan Nusantara IX Surakarta sudah termasuk dalam 

kompenen potongan – potongan yang terdapat dalam perhitungan gaji atau 

upah karyawan. 

Perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan di Kantor Direksi PT. 

Perkebunan Nusantara IX Surakarta sesuai dengan ketentuan Undang – 

Undang No. 36 Tahun 2008, baik itu untuk tarif atas penghasilan kena pajak 

(PKP), besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dikenakan (5% 

dari penghasilan bruto). 

Pajak penghasilan Pasal 21 atas karyawan PT. Perkebunan Nusantara 

IX Surakarta diperoleh dari penghasilan bruto yaitu gaji bulanan ditambah 

tunjangan – tunjangan atau biaya kesejahteraan (kompenen tetap dan 

variabel) dari prestasi kerja. Hasilnya dikurangi dengan potongan – 

potongan, untuk penghasilan netto. Penghasilan netto tersebut disetahunkan 

dan dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang telah 

diatur dalam Undang – Undang perpajakan, maka akan diperoleh PKP 

(Penghasilan Kena Pajak). Kemudian PKP disetahunkan dan dikalikan 

dengan tarif Pasal 17 UU NO. 36 Tahun 2008 (5%) maka selanjutnya akan 

diperoleh Pajak Penghasilan Pasal 21 nya. 

Relevansi penerapan PPh Pasal 21 dengan mata kuliah perpajakan 

yakni penerapan PPh Pasal 21 yang ada di kantor Direksi PTPN IX 

Surakarta dari segi perhitungan, dan aturan-aturan yang dipakai memiliki 

kesamaan dengan teori mata kuliah perpajakan yang dipelajari di Politeknik 

LPP Yogyakarta. Dari perbandingan antara teori dan praktik yang terjadi di 

kantor Direksi PTPN IX Surakarta dapat disimpulkan mata kuliah 

perpajakan relevan dengan penerapan yang terjadi di dunia kerja. 
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3. Relevansi Rasio Likuiditas dengan mata kuliah Analisa Laporan 

Keuangan 

a. Mempelajari dan menerapkan SOP perusahaan terkait Analisis Rasio 

Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT. Perkebunan Nusantara 

IX Surakarta menjelaskan bahwa Analisa Rasio Likuiditas telah dilakukan 

sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan penggunaan 

metode dan rumus perhitungan yang telah diatur dalam SOP, serta 

penggunaan data keuangan yang relevan dan akurat. Dengan menerapkan 

SOP tersebut, Analisis Rasio Likuiditas dapat dilakukan secara konsisten 

dan menghasilkan informasi yang dapat dipercaya mengenai tingkat 

Likuiditas di PT. Perkebunan Nusantara IX Surakarta. 

 
b. Mengidentifikasi Jenis – Jenis Rasio Likuiditas di PT Perkebunanan 

Nusantara IX Surakarta 

Pada PT. Perkebunana Nusantara IX Surakarta ada tiga (3) jenis rasio 

likuiditas yang diterapkan untuk mengukur keahlian perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya, berikut ini jenis – jenis rasio yang 

digunakan : 

1) Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio Lancar di PT. Perkebunanan Nusantara IX Surakarta 

digunakan untuk mengukur keahlian perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo dengan memakai atau 

menggunakan total aset lancar yang ada. Rasio lancar menggambarkan 

jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki dan dibandingkan dengan 

total kewajiban lancar. 
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Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio lancar : 

 
 

Rasio lancar = 
𝑨𝒔𝒆𝒕 𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

 
𝑲𝒆𝒘𝒂𝒋𝒊𝒃𝒂𝒏 𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓 

 

 

2) Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Rasio cepat pada PT. Perkebunan Nusantara IX Surakarta digunakan 

untuk menunjukan kemampuan perusahaan memenuhi atau membayar 

kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan 

nilai persediaan (inventory). 

 
Quick Ratio dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 
 

Quick Ratio = 
𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓 – 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒆𝒅𝒊𝒂𝒂𝒏 

𝒌𝒆𝒘𝒂𝒋𝒊𝒃𝒂𝒏 𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓 
 

 

3) Rasio Kas (Cash Ratio) 

Sedangkan Rasio Kas pada PT. Perkebunana Nusantara IX 

Surakarta digunakan untuk mengukur seberapa besar kas yang tersedia 

untuk memenuhi kewajiban. Ketersediaan kas dapat dilihat dari 

tersedianya dana kas atau setara dengan kas seperti rekening giro atau 

tabungan bank. 

 
Berikut ini formula atau rumus untuk menghitung rasio kas : 

 
 

Rasio Kas = 
𝑲𝒂𝒔 𝒅𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒕𝒂𝒓𝒂 𝒌𝒂𝒔 

𝑲𝒆𝒘𝒂𝒋𝒊𝒃𝒂𝒏 𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓 
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c. Menerapkan perhitungan Analisis Rasio Likuiditas pada PT. 

Perkebunan Nusantara IX Surakarta 

Pada saat melakukan perhitungan dan Analisis Rasio Likuiditas PT. 

Perkebunana Nusantara IX Surakarta, penulis menggunakan data Laporan 

Posisi Keuangan yang diambil dari Annual Report Perusahaan yang mana 

data tersebut menyajikan informasi perusahaan selama tiga tahun yaitu pada 

tahun 2018, 2019, dan 2020. Data laporan posisi keuangan yang diambil 

seperti asset lancar, utang lancar, kas dan setara kas, serta persediaan dari 

laporan keuangan. Berikut ini perhitungan Rasio Likuiditas pada PT. 

Perkebunana Nusantara IX Surakarta yang disajikan pada tabel 2.3 yang 

sumber datanya terlampir pada lampiran 3 sampai lampiran 8 : 

 
 

Konsolidasi 2018 2019 2020 

Kas dan Setara 

Kas 

39.896.525.206 91.569.504.979 21.175.005.917 

Persediaan 199.985.802.503 149.595.471.386 120.325.863.414 

Aset Lancar 1.160.797.622.733 1.121.931.128.213 1.004.232.811.365 

Asset 5.200.608.838.080 5.233.321.427.210 5.330.014.115.965 

Liabilitas 

Jangka Pendek 

2.343.540.967.219 2.239.508.253 2.599.256.870.767 

Liabilitas 3.102.487.830.132 3.549.696.279.716 4.076.014.415.732 

Ekuitas 2.098.121.007.948 1.683.625.147.494 1.253.999.700.233 

Tabel 2.3 Laporan Keuangan 
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Rasio Lancar (Current Ratio) = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 𝑥 100% 
𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 

 
 

2018 = 
1.160.797.622.733 

𝑥 100%
 

2.343.540.967.219 

 

2019 = 
1.121.931.128.213 

𝑥 100%
 

2.239.508.253.052 

 

2020 = 
1.004.232.811.365 

𝑥 100%
 

2.599.256.870.767 

 

 
Rasio Cepat (Quick Ratio) = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 – 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑥 100% 

𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 

 
 

2018 = 
1.160.797.622.733 – 199.985.802.503 

𝑥 100%
 

2.343.540.967.219 

 

2019 = 
1.121.931.128.213 – 149.595.471.386 

𝑥 100%
 

2.239.508.253.052 

 

2020 = 
1.004.232.811.365 – 120.325.863.414 

𝑥 100%
 

2.599.256.870.767 

 

 
Rasio Kas (Cash Ratio) = 𝐾𝑎𝑠 & 𝑆𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝐾𝑎𝑠 𝑥 100% 

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 

 
 

2018 = 
39.896.525.206 

2.343.540.967.219 
𝑥 100% 

 

2019 = 
91.569.504.979 

2.239.508.253.052 

 
𝑥 100% 

 

2020 = 
21.175.005.917 

2.599.256.870.767 

 
𝑥 100% 
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Rasio 2018 2019 2020 Rata-rata 

Rasio Lancar 0,49% 0,50% 0,38% 1,12% 

Rasio Cepat 0,40% 0,43% 0,34% 0,94% 

Rasio Kas 0,02% 0,04% 0,01% 0,06% 

 

Berikut ini standar industri pada Rasio Likuiditas yang disajikan pada tabel 

2.4 : 
 

Rasio Standar Industri 

Rasio Lancar 200% 

Rasio Cepat 150% 

Rasio Kas 50% 

Tabel 2.4 Standar Industri 

 
 

Tabel di atas merupakan hasil dari perhitungan dari Rasio Likuiditas 

PT. Perkebunan Nusantara IX Surakarta, yang terlihat bahwa Current Ratio, 

Quick Ratio, dan Cash Ratio cendrung menurun dari tahun 2018 hingga 

tahun 2020. Rasio yang paling signifikan penurunannya adalah Current 

Ratio dari 0,49% di tahun 2018 menjadi 0.38% di tahun 2020. 

Berdasarkan standar industri, Current yang ideal adalah sebesar 200%, 

Quick Ratio 150%, dan Cash Ratio 50%. Dari data yang diberikan, Rasio 

Likuiditas perusahaan ternyata jauh di bawah standar industri. 

Pertama, Current Ratio perusahaan di bawah standar industri, yang 

menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka 

pendeknya sangat rendah. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan kesulitan 

untuk memenuhi kewajibannya pada tahun 2018 hingga 2020. 

Kedua, Quick Ratio perusahaan juga di bawah standar industri, yang 

memperhitungkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka 

pendek menggunakan asset lancar yang lebih likuid. Hal ini menunjukan 

bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek 

dengan cepat kurang memadai sehingga perusahaan rentan mengalami 
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kesulitan kas dalam jangka pendek. 

Terakhir, Cash Ratio perusahaan juga di bawah standar industri, 

mengindikasikan bahwa perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban jangka 

pendek menggunakan kas dan setara kas. Ini berarti bahwa perusahaan tidak 

memiliki kemampuan yang memadai untuk membayar hutang jangka 

pendek jika terjadi kebutuhan mendadak. 

 
d. Pembahasan 

Pada PT. Perkebunan Nusantara IX Surakarta diketahui bahwa dalam 

pelaksanaanya perusahaan sudah mengikuti langkah – langkah yang telah 

ditetapkan dalam SOP, termasuk penggunaan metode dan rumus 

perhitungan yang sesuai. Dengan demikian, Analisis Rasio Likuiditas dapat 

dilakukan secara konsisten dan menghasilkan informasi yang dapat 

dipercaya mengenai tingkat likuiditas perusahaan. 

Pada saat melakukan wawancara salah satu karyawan dibagian 

keuangan disini dijelaskan bahwa pada tahun 2019 Likuiditas pada 

perusahaan terbantu dengan kucuran dana PMN sebesar Rp. 

1.000.000.000.000 (Satu Triliun Rupiah), namun penggunaan tambahan 

dana PMN tersebut hanya digunakan sesuai peruntukannya. Current Ratio 

perusahaan tahun 2019 mencapai 0,50%. 

Relevansi penerapan Rasio Likuiditas dengan mata kuliah Analisa 

Laporan Keuangan yakni prosedur perhitungan Analisa Laporan Keuangan 

mengenai Rasio Likuiditas pada kantor direksi PTPN IX Surakarta relevan 

dengan apa yang telah dipelajari di kampus, dimana Rasio Likuiditas 

digunakan dalam Analisis Laporan Keuangan untuk mengevaluasi 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 
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BAB III 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan III yang dilaksanakan di PT. Perkebunan 

Nusantara IX Surakarta ini dapat memberikan pelatihan (training) kepada mahasiswa 

agar mampu menyesuaikan diri di dunia kerja yang berkaitan dengan bidangnya. 

Dapat menambah pengalaman, wawasan mahasiswa mengenai bentuk – bentuk kerja 

di perusahaan perkebunan. 

Kemudian mahasiswa juga dapat merasakan apakah teori pada mata kuliah 

yang sesuai sudah relevan pada kegiatan PKL yang dilaksanakan, seperti : 

1. Relevansi Administrasi Penggajian pada mata kuliah APP 

Prosedur penggajian pada kantor direksi PT Perkebunan Nusantara IX 

Surakarta sudah menggunakan SAP dan pembayaran gaji dilakukan melalui 

transfer bank, sehingga untuk fungsi yang terkait secara umumnya hanya 

dilakukan oleh SDM dan Akuntansi. Administrasi penggajian yang ada pada 

direksi PTPN IX Surakarta relevan dengan apa yang telah dipelajari di 

kampus. 

2. Relevansi penerapan PPh Pasal 21 dengan mata kuliah Perpajakan 

Penerapan PPh Pasal 21 yang ada di kantor Direksi PTPN IX 

Surakarta dari segi perhitungan, dan aturan-aturan yang dipakai memiliki 

kesamaan dengan teori mata kuliah perpajakan yang dipelajari di Politeknik 

LPP Yogyakarta. Dari perbandingan antara teori dan praktik yang terjadi di 

kantor Direksi PTPN IX Surakarta dapat disimpulkan mata kuliah 

perpajakan relevan dengan penerapan yang terjadi di dunia kerja. 

3. Relevansi penerapan Rasio Likuiditas dengan mata kuliah Analisa Laporan 

Keuangan. 

Prosedur perhitungan Analisa Laporan Keuangan mengenai Rasio 

Likuiditas pada kantor direksi PTPN IX Surakarta relevan dengan apa yang 

telah dipelajari di kampus, dimana Rasio Likuiditas digunakan dalam Analisis 



37 
 

 

Laporan Keuangan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

 
B. Kendala dan Saran 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, penulis memiliki kendala dan 

dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Kendala yang penulis alami selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yaitu 

kurangnya disikusi Bersama pembimbing lapangan sehingga pelaksanaan 

kegiatan tidak selalu sesuai dengan timeline yang sudah dibuat, karena 

pengarahan dan pengawasan tidak terlalu efektif dan alhasil baik materi maupun 

pengalaman yang didapat tidak terlalu luas, hanya pada satu lingkup bagian saja. 

2. Dengan adanya kendala yang penulis alami, penulis menyarankan bagi pembaca 

yang nantinya menjadikan laporan ini sebagai referensi, dalam melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan dan kegiatan tidak sesuai dengan timeline yang sudah 

dibuat atau kurangnya arahan, maka lebih aktif lah sendiri dalam memepelajari 

apa yang bisa didapatkan selama PKL. 
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LAMPIRAN 
 

 

Lampiran 1. SPT PPh 21 
 



40 
 

 

Lampiran 2. SSP PPh 21 
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Lampiran 3. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2018 
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Lampiran 4. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2018 (Lanjutan) 
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Lampiran 5. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2019 
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Lampiran 6. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2019 (Lanjutan) 
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Lampiran 7. Laporan Posisi keuangan Tahun 2020 
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Lampiran 8. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2020 (Lanjutan) 
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Lampiran 9. Surat Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan 
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Lampiran 10. Surat Izin Praktik Kerja Lapangan Dari Perusahaan 
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Lampiran 11. Surat Pengantar Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 12. Kartu Tanda Mahasiswa 
 

 



51 
 

 

Lampiran 13. Surat Keterangan Selesai PKL 

 


